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UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO 

 

 

“Never regret a day in your life. Good days bring you happiness and bad 

days give you experience.” 

“ Sukses terdiri dari rentetan kegagalan, tanpa kehilangan antusiasme. 

Setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Setiap masalah pasti ada solusi “ 
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ABSTRAKSI 

 

Nama : Teguh Bahrudin Yusuf 

NIM  : 201910110311370 

Judul  : TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PENGGUNAAN 

KEKUATAN BERSENJATA TENTARA NASIONAL 

INDONESIA PADA PENANGANAN ORGANISASI 

PAPUA MERDEKA DALAM PERSEPKTIF HUKUM 

TATA NEGARA 

 

Pembimbing   : 1. Dr. Surya Anoraga, S.H., M.H 

   2. Fitria Esfandiary, S.H., M.H 

 

Kehadiran Organisasi Papua Merdeka di Papua berdampak pada kestabilan negara 

Indonesia yang dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi perkembangan 

negara. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan 

Keamanan, Mahfud MD, secara resmi telah menetapkan Organisasi Papua Merdeka 

(OPM) sebagai organisasi teroris dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini tidak sesuai 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang 

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang 

mengatur tentang Prosedur Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi dalam 

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris. Penelitian ini berupaya untuk 

mengakaji tentang kebijakan hukum dalam penetapan Organisasi Papua Merdeka 

sebagai terorisme dan penggunaan kekuatan bersenjata Tentara Nasional Indonesia 

dalam penanganan Organisasi Papua Merdeka ditinjau dalam perspektif Hukum 

Tata Negara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis 

normatif dengan analisis diskriptif. Berdasarkan analisis penulis terhadap isu 

hukum yang menjadi fokus dalam peneitian ini, maka peningkatan status Organisasi 

Papua Merdeka sebagai organisasi terorisme harus melalui sebuah Penetapan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 27, Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dan penggunaan kekuatan 

bersnejata Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme 

Organisasi Papua Merdeka dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan 

bahwa Organisasi Papua Merdeka merupakan sutau organisasi teroris sebagaimana 

diatur dalam Pasal 27, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 

Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana PendanaanTerorisme. 

Kata Kunci: Terorisme, Organisasi Papua Merdeka, Tentara Nasional 

Indonesia, Hukum Tata Negara.  
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ABSTRACK 

 

Name  : Teguh Bahrudin Yusuf 

NIM  : 201910110311370 

Title  : TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PENGGUNAAN 

KEKUATAN BERSENJATA TENTARA NASIONAL 

INDONESIA PADA PENANGANAN ORGANISASI 

PAPUA MERDEKA DALAM PERSEPKTIF HUKUM 

TATA NEGARA 

 

Supervisor  : 1. Dr Surya Anoraga, S.H., M.H 

   2. Fitria Esfandiary, S.H., M.H 

 

The presence of the Free Papua Organization in Papua has an impact on the 

stability of the Indonesian state which can cause major losses for the development 

of the country. The government, through the Coordinating Minister for Political, 

Legal and Security Affairs, Mahfud MD, has officially designated the Free Papua 

Organization (OPM) as a terrorist organization by referring to Law Number 5 of 

2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. This is not in 

accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2013 concerning 

Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorist Financing which 

regulates the Procedure for Including the Identity of Persons or Corporations on 

the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations. This research aims to 

examine the legal policy in determining the Free Papua Organization as terrorism 

and the use of force of the Indonesian National Army in handling the Free Papua 

Organization viewed from the perspective of Constitutional Law. In this research, 

researchers used normative juridical research with descriptive analysis. Based on 

the author's analysis of the legal issues that are the focus of this research, 

increasing the status of the Free Papua Organization as a terrorist organization 

must go through a Determination by the Central Jakarta District Court as regulated 

in Article 27, Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2013 concerning 

Prevention and Eradication of Acts. Terrorism Financing Crime. And the use of 

armed force by the Indonesian National Army (TNI) in handling terrorism by the 

Free Papua Organization can be carried out after a court determination that the 

Free Papua Organization is a terrorist organization as regulated in Article 27, Law 

of the Republic of Indonesia Number 9 of 2013 concerning Prevention and 

Eradication of Acts. Criminal Terrorism Financing. 

Keywords: Terrorism, Free Papua Organization, Indonesian National Army, 

Constitutional Law.. 
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